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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan BMT Al-
Amin terhadap peningkatan usaha mikro nasabah di Kota Makassar, Faktor  yang 
menjadi pendukung dan penghambat BMT Al-Amin dalam peningkatan nasabah 
usaha mikro di kota Makassar. Jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 40 
orang.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi dana BMT al-Amin 
terhadap pelaku usaha mikro di Kota Makassar seiap tahunnya mengalami 
peningkatan dengan indikasi bahwa usaha setiap nasabah peminjam usaha mikro 
BMT al-Amin tiap tahunnya mengalami peningkatan,  dan Berdasarkan hasil 
perhitungan regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar  
0,933, koefisien determinan R Square 0,870 yang diperoleh dari R2 = 0,933 x 9,033, 
hal inilah menunjukkan bahwa angka R atau R2 anatar variable X (pembiayaan) 
memilik pengaruh terhadap variable Y (usaha mikro), artinya besarnya 
peningkatan X  dalam meningkatkan Y adalah sebesar 87%. Demikian halnya 
dengan uji thitung diperoleh = 6,57 dan harga ttabel = 1,681 yang menunjukkan thitung > 
ttabel dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh penulis diterima. Faktor 
pendukung dan penghambat dalam peningkatan usaha mikro, factor pendukung 
dibutuhkan solusi diantaranya adalah, pentingnya peningkatan SDM, regulasi 
hukum terhadap sektor usaha mikro, sementara penghambatnya antara lain 
hubungan antara BMT lain masih sangat lemah, modal dan sumber pendanaan 
yang masih lemah, kurangnya pengawasan dan belum ada aturan baku terhadap 
kelembagaan BMT, serta sulitnya mengidentifikasi penggunaan dana yang 
diberikan oleh BMT terhadap nasabah. 
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PENDAHULUAN 
Keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam 
adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi faktor kehidupan 
manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam 
tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi 
sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.1  
Mencermati fenomena tersebut, ketimpangan ekonomi terjadi di berbagai 
bidang, yaitu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, sektor 
dengan sektor,  wilayah dengan wilayah, dan negara dengan  negara.  Fenomena 
ini akan semakin mengusik rasa ketidakadilan ekonomi bagi kalangan miskin 
pada umumnya.2  
Ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang 
bergantung kepada sejauhmana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara 
aspek moral dan material dalam kehidupan manusia.  Apabila aspek moral 
dipisahkan dari perkembangan ekonomi, ia akan kehilangan kontrol yang 
berfungsi menjaga kestabilan  dan keseimbangan dalam sistem sosial. Di samping 
itu, apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak 
mempunyai batas-batas moral dan menuju pada materialis, yang mengakibatkan 
goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan 
                                                          
1
Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan 
Pengembangan Wakaf  (Jakarta: Departemen Agama,  2006), h. 1-2. 
2
Individu dengan individu, yaitu lahir sebagai akibat keserakahan individu yang lebih kuat, dan lebih 
mampu dalam banyak aspek, sehingga menimbulkan eksploitasi sumber daya yang tidak seimbang. 
Kelompok dengan kelompok, yaitu sekelompok orang kuat, membangun kerjasama dalam bisnis, agar lebih 
kuat dalam menguasai sumber daya ekonomi tanpa peduli terhadap kelompok lemah lain yang jumlahnya 
banyak. Sektor dengan sektor, yaitu ketimpangan yang terjadi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
ketimpangan kelompok, dimana sektor yang kuat dikelola dengan teknologi maju, berhadapan dengan sektor 
yang lemah yang dikelola secara tradisional. Wilayah dengan wilayah yaitu setiap wilayah memiliki kultural 
dan struktural yang berbeda, sehingga lahirlah wilayah yang kuat dapat mengeksploitasi wilayah yang lebih 
lemah. Negara dengan negara, yaitu dengan adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, 
sumber daya modal, dan sumber daya teknologi, menimbulkan pengeksplotasian terhadap negara lemah. 
Lihat: Hasan Edy, Indahnya Ekonomi Islam (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 4-5. 
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menghadapi persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap saling bekerja sama 
dan berkasih sayang dan akhirnya membawa kehancuran dan kekacauan pada 
masyarakat.3 
Salah satu lembaga yang dapat dipergunakan untuk mendistribusikan  
sebagian harta seseorang dan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umat 
serta dapat diproduktifkan adalah lembaga keuangan syari’ah yaitu Bait al-Ma>l Wa 
al-Tamwi>l (BMT). 
Kehadiran lembaga keuangan syari’ah dalam berbagai ragamnya, yang 
marak dalam beberapa tahun ini menggambarkan suatu realitas yang hadir untuk 
melakukan dekontruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. salah 
satu lembaga keuangan syari’ah yang berkembang pesat adalah lembaga 
keuangan mikro syari’ah (LKMS). lembaga ini hadir untuk menjembatani 
kebutuhan masyarakat yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. LKM 
Syari’ah hadir memenuhi jasa keuangan/modal pembiayaan bagi pelaku usaha 
ekonomi mikro.4 
Peneliti memilih BMT sebagai objek penelitian atas pertimbangan bahwa 
BMT merupakan lembaga keuangan non formal yang bergerak secara swadaya 
dan dapat menggerakkan ekonomi umat. BMT apabila dikelola secara professional 
akan memberikan sumbangsi besar terhadap perkembgan usaha mikro serta 
memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena telah memberdayakan 
ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dengan cara yang lebih produktif. Adapun peneliti 
lebih memilih pada peningkatan usaha mikro, karena secara umum apabila usaha 
mikro meningkat maka kesejahteraan dan kesenjagan sosial dapat berkurang di 
masyarakat, sehingga kemiskinan bisa berkurang sedikit-demi sedikit. 
 
                                                          
3
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 13-14. 
4
Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Ed.I (Ce. I: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 79  
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TINJAUAN TEORITIS 
 
Pengertian Bait al-Ma>l wa al-Tamwi>l (BMT) 
BMT terdiri dari dua istilah, yaitu, bait al-ma>l dan bait al-tamwi>l. Bait al-ma>l 
lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non 
profit, seperti; zakat, infaq, dan sadaqah. sedangkan bait al-tamwi>l sebagai usaha 
pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.5  BMT sendiri merupakan 
lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya 
informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan 
perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. 
 
Produk-Produk Pembiayaan BMT 
Pada dasarnya produk-produk yang terdapat di BMT tidak jauh berbeda 
dengan yang ada di BPR Syariah. diantara pembiyaan tersebut adalah Pembiayaan 
al-Mura>bahah, kata muraba>hah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga 
mura>bahah berarti saling menguntungkan. Secara sedehana muraba>hah berarti jual beli 
barang ditambah keuntungan yang disepakati.
6
 Pembiayaan al-Bai’ Bidhaman a>jil, Ba’i 
bidhaman a>jil dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan 
disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan 
ditangguhkan pembayaran. dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan ba’i 
al-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang 
                                                          
5
Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.. (Cet. IV: 
Yoyakarta: Ekonosia, 2007)  h. 43.  
6
Heri Sudarsono. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.. (Cet. IV: 
Yoyakarta: Ekonosia, 2007)  h. 136.  
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ditangguhkan.
7
 Pembiayan al-Mudha>rabah Secara etimologis mudha>rabah mempunyai arti 
berjalan diatas bumi yang biasa dinamakan bepergian.
8
 Pembiayaan al-Musya>rakah 
Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran, yakni percampuran salah satu 
dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.9 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif  dengan 
pendekatan ekonomi Islam, manajerial, dan sosial. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, kuosioner, dan wawancara. Adapun jenis sumber data, 
penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
atau tempat dimana penelitian dilakukan. Populasi penelitian ini dilakukan 
seluruh nasabah pembiayaan BMT Al-amin yang mendapatkan pembiayaan usaha 
yang berjumlah 220 orang dengan sampel 40 orang. Pengambilan sampel tersebut 
berkisar 18% dari populasi. Penentuan sampel yang digunakan accidental sampling. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi 
linear sederhana. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
Hulwati, Ekonomi Islam, Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar 
Modal Indonesia dan Malaysia, (Cet.I: Jakarta: Ciputat Press bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam 
Bonjol Padang, 2009), h. 89. 
8
Abdul Azis Muhammad Azzam, Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami, edisi Indonesia, Fiqh 
Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 245.  
9Ramat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 183.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pengaruh Produk Pembiayaan BMT Terhadap Peningkatan Usaha Mikro 
Nasabah di Kota Makassar 
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh thitung = 6,57 dan harga ttabel = 
1,681 dengan ketentuan tingkat kesalahan α = 0,05; dan db = n – 2 = 40 – 2 = 38. 
Ternyata harga thitung  ≥ ttabel (6,57 ≥ 1,681) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak dan H1 yaitu terdapat pengaruh pembiayaan dalam meningkatkan usaha 
mikro. Jadi, usaha mikro yang menggunakan pembiayaan dari BMT lebih 
meningkat dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pembiayaan BMT. 
Berdasarkan analisis data tersebut, ditemukan bahwa pengaruh produk 
pembiayaan BMT al-Amin terhadap nasabah usaha mikro berkisar 87%, indikasi 
pengaruh pembiayaan tersebut adalah banyaknya nasabah yang pembiayaannya 
meningkat. Sebelumnya pembiayaan yang diajukan kisaran Rp. 1.000.0000-
Rp.5.000.000, meningkat menjadi Rp. 10.000.000-, bahkan lebih.  
Sebagian besar nasabah BMT al-Amin selalu meningkatkan permohonan 
pembiayaan, mulai dari permohonan Rp. 1.000.000 hingga Rp. 50.000.000-, hal ini 
tidak terlepas dari pelayanan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT al-Amin 
terhadap nasabah sehingga terdapat peningkatan pembiayaan.10 
Perkembangan pembiayaan tersebut telah dirasakan juga oleh pihak nasabah 
pembiayaan usaha mikro yang ada di pasar pa’baeng-baeng.  
 
Tiga tahun yang lalu dagangan ini masih kecil, pinjaman pun masih berkisar 
Rp. 5.000.000-, tapi saat ini, karena usaha ini sudah besar bahkan lapakpun mesti 
diperbesar sehingga pembiayaan yang diambil saat ini di BMT mencapai Rp. 
30.000.000-. 11 
                                                          
10
Ahsan, Manager BMT, wawancara, tanggal 03 September 2012   
11Aminah, Pedagang Pasar pa’baeng-baeng, wawancara, tanggal 04 september 2012  
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BMT al-Amin saat ini mengelola dana kisaran Rp.5.000.000.000, dari 
anggaran tersebut alokasi untuk pembiayaan kisaran Rp. 3.400.000.000, sekitar Rp. 
2.000.000.000-, untuk pembiayaan usaha sisanya yang masuk kedalam sewa dan 
semua yang berkaitan dengan pembiayaan.12 
Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa BMT al-Amin menyiapkan 
anggaran untuk pembiayaan usaha mikro untuk anggaran tahun 2012, ini 
menunjukkan keseriusan dari pihak BMT untuk meningkatkan usaha di sektor 
mikro, karena sektor usaha mikro memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 
peningkatan ekonomi nasional. 
 
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pembiayaan BMT al-Amin Dalam 
Meningkakan Usaha Mikro di Kota Makassar 
 
Faktor-Faktor yang menjadi Problematika Operasionalisasi Baitul Maal Wa 
Tamwil (BMT) di Indonesia saat ini yaitu Modal dan sumber pendanaan 
Permodalan dan sumber pendanaan yang relatif sedikit dan sulit yang dialami 
BMT menjadi hambatan yang cukup menyulitkan. Manajemen Pemasaran yang 
kurang Inovasi di bidang pemasaran yang kurang karena umumnya BMT 
memiliki kualitas SDM yang rendah dan dana yang terbatas. Selain itu juga tidak 
memiliki strategi untuk mengatasi hambatan itu. Teknologi yang tidak memadai 
Banyak BMT yang masih belum mempunyai teknologi informasi yang baik. 
Padahal saat ini kita dituntut untuk memiliki teknologi yang baik untuk 
kelancaran dan kemajuan BMT. Adanya anggapan bahwa BMT yang satu adalah 
saingan bagi BMT yang lain.  Hal ini sangat berbahaya, karena sudah sepantasnya 
antar BMT saling mendukung dan bekerjasama menjadi mitra dalam 
perkembangan BMT di Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih 
                                                          
12
 Ahsan, Manager BMT, wawancara, tanggal 03 September 2012    
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kurang Di jaman sekarang ini masyarakat masih menganggap bahwa BMT sama 
dengan bank-bank konvensional yang lain. Mereka masih lebih berminat ke bank 
konvensional. Label Islam yang ada di BMT belum mampu menarik masyarakat 
untuk bertransaksi ke BMT. Jaringan koordinasi antar BMT yang masih lemah 
Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa antar BMT cenderung terjadi persaingan. 
Padahal apabila BMT satu dengan yang lain bisa berkoordinasi dengan baik, itu 
bisa mengurangi adanya penipuan yang dilakukan nasabah. Misalnya ada 
nasabah yang melakukan penipuan disatu BMT, lalu BMT ini bisa melakukan 
koordinasi pada BMT-BMT lain yang ada dengan memberitahukan hal ini 
sehingga tidak ada penipuan lain yang dilakukan nasabah tersebut. Belum ada 
badan hukum yang jelas yang BMT Tidak adanya badan hukum yang jelas yang 
mengatur seluruh BMT di Indonesia juga menjadikan masyarakat belum bisa 
mempercayakan uang sepenuhnya apabila disimpan di BMT. Mereka takut BMT 
bertindak sewenang-wenangnya karena tidak ada hukum yang mengatur segala 
kegiatan BMT. Belum ada pengawasan dan pembinaan yang baku dari pemerintah 
atau lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah. Pengawasan dan pembinaan 
baku dari pemerintah sebenarnya sangat penting untuk eksistensi BMT ke depan. 
Dengan ini seluruh BMT bisa melakukan transaksi seragam sesuai ketentuan dan 
ketetapan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan pembinaan, BMT 
satu dengan yang lain cenderung berbeda dalam peraturan yang ditetapkan.  
Masalah secara umum tersebut, telah dialami pula oleh pihak BMT al-Amin 
seperti yang diungkapkan oleh, Ismail salah satu manajer pembiayaan BMT al-
Amin,  
Kehadiran BMT khususnya di Kota makassar memiliki peluang sekaligus 
tantangan. Salah satu peluang tersebut antara lain BMT mampu 
memberikan pembiayaan sekecil mungkin dilapisan masyarakat menengah 
ke bawah, dari sisi lain BMT mempunya tantangan, yakni BMT harus 
memberikan kepercayaan yang besar terhadap masyarakat mengenai 
pembiayaan untuk penerapan sistem bagi hasil (untung atau rugi), 
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sementara psikologi masyarakat masih belum mampu menghadapi sistem 
tersebut. Sehingga BMT tetap bekerja keras untuk menjalin komunikasi 
dengan masyakarat demi tumbuhnya sikap saling percaya, antara pemilik 
modal dan pengelola modal.13 
 
Didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh BMT, maka ada 
beberapa solusi yang dapat digunakan untuk BMT al-Amin, antara lain: 
Ditetapkan badan hukum yang jelas bagi BMT sehingga dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi di BMT. Meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat. Diperlukan 
pengetahuan mengenai nilai-nilai Islam dalam berbisnis serta mengamalkan dalam 
setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat dan nasabah. 
Memperluas jaringan kerjasama antar BMT. Meraih dukungan dari tokoh 
masyarakat dan agama dalam mensosialisasikan potensi dan eksistensi BMT 
sebagai lembaga keuangan yang siap membantu dalam pemberdayaan potensi 
usaha kecil dan menengah. Dilakukan pengawasan dan pembinaan yang optimal 
setelah dibentuk lembaga pengawas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
Ismail, Manajer Pembiayaan BMT al-Amin, Wawancara , tanggal 9 Juli 2012 Pukul 11.21 Wita 
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PENUTUP 
 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwa Alokasi dana BMT al-Amin terhadap pelaku usaha 
mikro di Kota Makassar seiap tahunnya mengalami peningkatan dengan indikasi 
bahwa usaha setiap nasabah peminjam usaha mikro BMT al-Amin tiap tahunnya 
mengalami peningkatan; Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear sederhana 
diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar  0,933, koefisien determinan R Square 
0,870 yang diperoleh dari R2 = 0,933 x 9,033, hal inilah menunjukkan bahwa angka 
R atau R2 anatar variable X (pembiayaan) memilik pengaruh terhadap variable Y 
(usaha mikro), artinya besarnya peningkatan X  dalam meningkatkan Y adalah 
sebesar 87%; Demikian halnya dengan uji thitung diperoleh = 6,57 dan harga ttabel = 
1,681 yang menunjukkan thitung > ttabel dengan demikian hipotesis yang diajukan 
oleh penulis diterima; Faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan 
usaha mikro, factor pendukung dibutuhkan solusi diantaranya adalah, pentingnya 
peningkatan SDM, regulasi hukum terhadap sektor usaha mikro, sementara 
penghambatnya antara lain hubungan antara BMT lain masih sangat lemah, modal 
dan sumber pendanaan yang masih lemah, kurangnya pengawasan dan belum 
ada aturan baku terhadap kelembagaan BMT, serta sulitnya mengidentifikasi 
penggunaan dana yang diberikan oleh BMT terhadap nasabah. 
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